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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi, pengawasan dan 

partisipasi terhadap kinerja anggaran dengan konsep value for money dalam organisasi 

pemerintah (OPD) Kabupaten Bantul. Populasi penelitian ini adalah bendahara atau staf 

keuangan OPD Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 90 

responden dengan metode purposive sampling. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif 

dengan pengumpulan data melalui kuesioner. Data dianalisis dengan regresi linier berganda. 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa akuntabilitas, transparansi, pengawasan dan 

partisipasi mempengaruhi kinerja anggaran dengan konsep value for money. 

 

 

Kata Kunci: akuntabilitas; transparansi; pengawasan; partisipasi; value for money 

 

ABSTRACT 

This study aims to examine the effect of accountability, transparency, supervision, and 

participation on-budget performance with the concept of value for money in government 

organizations (OPD) of the Bantul Regency. This study used 90 financial staff as a sample 

with a purposive sampling method. This research is a quantitative study with data collection 

through questionnaires. Data were analyzed by multiple linear regression. This study proves 

that accountability, transparency, supervision, and participation affect budget performance 

with the concept of value for money. 

 

 

Keywoards: accountability; transparency; supervision; participation; value for money 

 

1. PENDAHULUAN 

Organisasi sektor publik merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintah yang 

sumber legitimasinya berasal dari kepercayaan masyarakat, sehingga proses 

penyelenggaraannya harus diimbangi dengan pemerintahan yang bersih dan transparan 

(Putra, 2018). Hal tersebut berkaitan dengan adanya kepedulian masyarakat yang semakin 

besar terhadap proses jalannya pemerintahan (Laoli, 2019). Salah satunya adalah tuntutan 
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masyarakat dalam hal pengelolaan anggaran yang harus dikelola secara akuntabel dan 

transparan. Cara tersebut dapat diwujudkan oleh pemerintah daerah dengan cara menerapkan 

sistem penganggaran berbasis kinerja agar hasilnya maksimal dengan penggunaan dana 

seminimal mungkin. Upaya tersebut merupakan cara pemerintah dimasa otonomi daerah 

untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran. Selain 

menerapkan anggaran berbasis kinerja, untuk mewujudkan good governance pemerintah 

harus menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran (Nababan et 

al., 2018; Purnomo & Putri, 2018). Penerapan good governance pada pemerintah daerah 

ditujukan agar proses penyelenggaraan dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah 

dapat berjalan secara efisien dan efektif, tanggung jawab, serta bebas dari tindakan yang 

menyimpang (Iswahyudi et al., 2016). 

Disamping itu terdapat Permandagri No. 21 Tahun 2011, dimana didalam peraturan 

tersebut tertulis bahwa pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya harus 

menggunakan prinsip akuntabel dan transparan. Pelaksanaan sistem akuntabilitas yang 

dilakukan oleh sektor pemerintahan jika tidak berjalan baik berarti terdapat kecenderungan 

kecurangan maupun penyelewengan anggaran (Basri & Nabiha, 2014). Penerapan 

akuntabilitas dalam sektor publik tidak hanya dimaksudkan untuk mendeteksi maupun 

mencegah hal-hal yang menyimpang, akan tetapi digunakan dalam hal peningkatan kinerja 

pemerintah. Kinerja pemerintah daerah dalam proses pengelolaan anggaran juga tidak 

terlepas dari proses pengawasan (Aprianti & Riharjo, 2017). Bagi pemerintah daerah 

pengawasan sangat diperlukan, karena pada dasarnya pengawasan digunakan untuk 

mewujudkan tujuan suatu organisasi maupun pemerintah daerah dalam pencapaian 

keberhasilan. Pengawasan dapat dimulai dari perencanaan, penganggaran sampai dengan 

pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan (Purnama & Nadirsyah, 2016). Selain itu 

dalam menciptakan akuntabilitas publik juga diperlukan adanya partisipasi dari warga 

masyarakat maupun instansi pemerintah dalam penyusunan dan pengawasan anggaran demi 

terciptanya proses pengelolaan anggaran yang baik (Putra et al., 2017). 

Proses pengelolaan anggaran seharusnya dilakukan dengan prinsip value for money 

atau anggaran berbasis kinerja, karena digunakan sebagai acuan maupun dasar untuk 

memperbaiki anggaran sektor publik (Pertiwi, 2015; Setiyanningrum & Isroah, 2017). 

Terdapat tiga indikator utama dalam penerapan anggaran berbasis kinera yaitu ekonomi, 
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efisien dan efektif (Mardiasmo, 2018). Elda et al. (2020) mengatakan bahwa implementasi 

prinsip tersebut dapat mewujudkan pemerintah daerah menjadi suatu pemerintahan yang baik 

(good governance). Selain good governance, menurut Nababan et al. (2018) dan Ningsih 

(2017) alasan pemerintah daerah masih perlu mengimplementasikan value for money yaitu 

banyaknya anggaran yang boros, output yang dihasilkan tidak sebanding dengan banyaknya 

anggaran yang dikeluarkan. 

Penelitian ini masih menarik untuk diteliti karena masih banyaknya kasus inefisiensi, 

kebocoran dana maupun pemborosan yang terjadi dalam penggunaan anggaran pada sektor 

pemerintahan. Seperti yang dimuat dalam kementerian pendayagunaan (Kemanpan RB) 

bahwa didalam aktivitas yang berkaitan dengan  program pada pemerintah pusat maupun 

daerah ditemukan adanya penyimpangan terhadap aktivitas pengelolaan anggaran, 

penyimpangan tersebut berupa inefisiensi atau pemborosan dana. Pemborosan sudah terjadi 

sejak tahun 2015, dan didapati inefisiensi anggaran 8,92 triliun. Hasil dari evaluasi 

akuntabilitas kinerja pada tahun 2015-2016 menunjukkan angka inefisiensi anggaran 

sejumlah 392,87 triliun. Tahun 2017-2018 masih terjadi inefisiensi anggaran. Akan tetapi 

pada kedua tahun tersebut terjadi penghematan anggaran yang totalnya mencapai 110 triliun. 

Tahun 2019 terjadi potensi inefisiensi anggaran yang dapat dicegah sebesar 5,7 triliun. 

Penurunan angka tersebut diakibatkan oleh upaya refocusing program pembangunan oleh 

sejumlah instansi pemerintah sehingga menjadi lebih tepat sasaran. Dalam hal ini Kemanpan 

RB akan bekerja sama dengan Bappenas untuk mengatur outcome dari setiap program 

kementerian/lembaga dan pemerintah yang nantinya semua kegiatan yang tidak penting akan 

dihilangkan.  

Motivasi penelitian ini adalah adanya hasil penelitian sebelumnya yang belum 

konsisten. Hasil dari penelitian (Firmansyah et al., 2018; Ningsih, 2017; Pertiwi, 2015; 

Purnomo & Putri, 2018; Sayuti et al., 2018; Setiyanningrum & Isroah, 2017) mengatakan 

bahwa akuntabilitas, transparansi, pengawasan dan partisipasi berpengaruh terhadap kinerja 

anggaran berkonsep value for money. Berbeda dengan penelitian (Afriani et al., 2018; Asrida, 

2012; Laoli, 2019) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, pengawasan dan 

partisipasi tidak berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money. Motivasi 

lain dalam penelitian ini karena masih ditemukan adanya penyimpangan pengelolaan 

anggaran khususnya dalam organisasi sektor publik (Ningsih, 2017; Setia et al., 2019). Hal 
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tersebut tentunya dapat menyebabkan pemerintah kehilangan kepercayaan dimata publik atau 

rakyat.  

2. TINJAUAN  PUSTAKA 

2.1  Akuntabilitas dan Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money 

Menurut Putri & Subardjo (2017) akuntabilitas didefinisikan sebagai 

pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan pemberian 

informasi maupun pengungkapan atas aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah. Tandililing 

(2019) mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pemerintah atas 

penyelenggaraan kinerjanya kepada pihak yang berwenang. Akuntabilitas merupakan salah 

satu implementasi dari prinsip value for money untuk mengantar pada pemerintahan yang 

baik (good governance) (Afriani et al., 2018; Ningsih, 2017). Akuntabilitas dapat 

meningkatkan kinerja pemerintah dalam hal pengelolaan penyelenggaraan pemerintah yang 

baik selain itu juga mencegah timbulnya kesempatan dalam melakukan tindakan yang 

menyimpang (Turalaki et al., 2013). Oleh karena itu, untuk mewujudkan hasil kinerja yang 

ekonomis, efektif dan efisien dapat didorong dengan adanya akuntabilitas (Laoli, 2019). Hal 

ini didukung oleh penelitian Firmansyah et al. (2018) bahwa akuntabilitas berpengaruh 

terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money. Berdasarkan hasil penelitian diatas 

maka diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H1: Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money 

2.2 Transparansi dan Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money 

Transparansi merupakan keterbukaan dalam mengakses maupun memperoleh 

informasi, adanya laporan pengelolaan anggaran yang diungkapkan secara periodik serta 

untuk memberitahukan kepada publik atas jalannya proses pemerintahan (Putri & Subardjo, 

2017). Salah satu aspek dasar transparansi adalah adanya keterbukaan dalam mengakses 

maupun memperoleh informasi (Rigian & Sari, 2019). Transparansi harus dilakukan oleh 

pemerintah karena menjalankan amanat dari rakyat. Suartini et al. (2020) mengungkapkan 

transparansi menjadi instrumen penting karena dengan adanya transparansi tindakan yang 

menyimpang akan sulit disembunyikan. Hal ini dukung oleh penelitian yang dilakukan Setia 

et al. (2019) yang menyimpulkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja anggaran 
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berkonsep value for money. Berdasarkan hasil penelitian diatas maka diajukan hipotesis 

sebagai berikut: 

H2: Transparansi berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money 

2.3 Pengawasan dan Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money 

Pengawasan merupakan suatu aktivitas yang ditujukan terhadap semua aktivitas 

pemerintahan melalui pemeriksaan secara menyeluruh dimaksudkan agar seluruh aktivitas 

yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Setiyanningrum & 

Isroah, 2017). Pengawasan merupakan bagian penting terhadap jalannya pemerintahan atas 

aktivitas pengelolaan keuangan yang dilakukan karena pengelolaan keuangan berkaitan 

dengan proses penyusunan anggaran, pelaksanaan program sampai dengan tahap pelaporan. 

Apabila dalam proses pengelolaan keuangan maupun pelaksanaan kegiatan ditemukan 

adanya penyimpangan maka penyimpangan tersebut akan segera dikoreksi maupun 

ditindaklanjuti (Aprianti & Riharjo, 2017). Dengan adanya koreksi, maka proses pengelolaan 

keuangan diharapkan masih dapat berjalan secara maksimal (Afriani et al., 2018). Menurut 

Rigian & Sari (2019) proses pengawasan diperlukan dalam kegiatan dan proses 

penyelenggaraan pemerintah agar dapat berjalan secara maksimal, serta mengantisipasi 

apabila terjadi penyimpangan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Elda et 

al.(2020) yang menyimpulkan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap kinerja anggaran 

berkonsep value for money. Berdasarkan hasil penelitian diatas maka diajukan hipotesis 

sebagai berikut: 

H3: Pengawasan berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money 

2.4 Partisipasi dan Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money 

Partisipasi merupakan keterlibatan dua orang atau lebih dalam proses pengambilan 

keputusan yang nantinya akan memberikan pengaruh bagi orang yang mengerjakannya 

(Ridha, 2017). Dalam mencapai kinerja anggaran yang baik dan meningkatkan efektivitas 

serta efisiensi anggaran perlu adanya partisipasi (Safitri & Mildawati, 2019). Kinerja 

pemerintah daerah sangat erat hubungannya dengan partisipasi anggaran karena kinerja 

aparat pemerintah yang baik dapat dilihat dari seberapa besar keterlibatannya dalam proses 

penyusunan anggaran selain itu aparat pemerintah daerah juga diberikan kesempatan dalam 

proses pengambilan keputusan (Triseptya et al., 2017). Dengan demikian, partisipasi 

memberikan dampak positif bagi pemerintah karena suatu tujuan akan lebih dapat diterima 
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jika seluruh aparat pemerintah berperan dalam menentukan prosedur maupun strategi demi 

tercapainya sebuah tujuan yang telah ditetapkan (Basyir, 2016). Hal ini didukung oleh 

penelitian yang dilakukan Rigian & Sari (2019) yang menyimpulkan bahwa partisipasi 

berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money. Berdasarkan hasil 

penelitian diatas maka diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H4: Partisipasi berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money 

3. METODE PENELITIAN 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) Kabupaten Bantul yang meliputi Inspektorat, Dinas Daerah dan Badan Daerah. 

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode 

purposive sampling, dengan kriteria: (a) pegawai atau pejabat bagian keuangan yang terdiri 

dari bendahara atau staf bagian keuangan; (b) pegawai dengan masa kerja minimal satu tahun 

dan tidak sedang dipindahkan dari instansi lain dan (c) jenjang pendidikan minimal SMA. 

Pengumpulan data melalui kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada responden pada 

18 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, yang memperoleh sebanyak 90 

kuesioner.  

Variabel dependen yang digunakan adalah kinerja anggaran berkonsep value for money 

dengan indikator 1) menghindari pengeluaran yang boros/boros; 2) cermat dalam pengadaan 

sumber daya; 3) penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu; 4) 

menurunkan biaya kinerja pelayanan publik dan 5) tingkat pencapaian hasil program dengan 

target yang ditetapkan atau pelayanan yang tepat sasaran. Instrumen yang digunakan adalah 

instrumen yang diambil dari penelitian sebelumnya, yaitu (Adiwirya & Sudana, 2015; 

Purnomo & Putri, 2018). 

Variabel independen yang digunakan adalah akuntabilitas yang diukur dari penelitian 

yang dikembangkan oleh Purnomo & Putri (2018) dengan menggunakan indikator 1) 

penghindaran penyalahgunaan jabatan; 2) kepatuhan terhadap hukum; 3) proses dan 

pertanggungjawaban anggaran; 4) pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan 

murah biaya; 5) pertimbangan tujuan dapat tercapai atau tidak dan hasil yang optimal dengan 

biaya yang minimal dan 6) pertanggungjawaban pemerintah kepada DPRD dan masyarakat. 
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Variabel transparansi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan indikator yang 

dikembangkan oleh Sopanah (2003) dalam Purnomo & Putri (2018) yaitu 1) sistem 

keterbukaan kebijakan anggaran; 2) dokumen anggaran mudah diakses; 3) laporan 

pertanggungjawaban yang tepat waktu; 4) memperbaiki usulan atau suara dari rakyat dan 5) 

sistem pemberian informasi kepada publik. 

Variabel pengawasan diukur menggunakan indikator yang diambil dari Gaspersz 

(1998) dalam penelitian yang dikambangkan oleh Purnomo & Putri (2018), dengan 

menggunakan indikator 1) input (masukan) pengawasan; 2) proses pengawasan dan 3) ouput 

(keluaran) pengawasan. Sedangkan variabel partisipasi diukur menggunakan indikator 1) 

keikutsertaan dalam penyusunan anggaran; 2) kebutuhan memberikan pendapat; 3) kerelaan 

dalam memberikan pendapat; 4) besarnya pengaruh terhadap penetapan anggaran hingga 

akhir dan 5) seringnya atasan meminta pendapat atau usulan, yang diambil dari penelitian 

sebelumnya yaitu Milani 1975 dalam (Pratikyo & Suprapti, 2016). 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peneliti melakukan pengumpulan data selama 2 bulan dengan menggunakan kuesioner 

baik online maupun offline. Berdasarkan hasil analisis terhadap diskripsi resonden 

ditunjukkan pada Tabel 1. Setelah dilakukan analisis terhadap diskripsi responden 

selanjutnya dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Contoh hasil uji validitas untuk variabel 

partisipasi ditunjukkan pada Tabel 2.  

Tabel 1. Karakteristik Responden 

                                       Keterangan Jumlah 

Jenis Kelamin 
Laki-laki 46 

Perempuan 44 

Usia 

20-30 tahun 12 

31-40 tahun 27 

41-50 Ahun 30 

> 50 tahun 21 

Pendidikan Terakhir 

SLTA/SMA 17 

D3 11 

S1 49 

S2 13 

S3 0 

Lama Bekerja 

< 5 tahun 15 

5-10 tahun 15 

> 10 tahun 60 

                                        Jumlah Sampel 90 
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Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel Partisipasi 

Butir Korelasi Sig (2-Tailed) Keterangan 

X4.1 0,836** 0,000 Valid 

X4.2 0,672** 0,000 Valid 

X4.3 0,817** 0,000 Valid 

X4.4 0,833** 0,000 Valid 

X4.5 0,716** 0,000 Valid 

Ket: ** sig < 1% 

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Item Cronbach’s Alpha Keterangan 

Akuntabilitas X1 - X18 0,937 Reliabel 

Transparansi X19- X29 0,921 Reliabel 

Pengawasan X30- X39 0,911 Reliabel 

Partisipasi X40- X44 0,834 Reliabel 

Kinerja Anggaran Y1 - Y14 0,911 Reliabel 

Sumber: data primer diolah tahun 2020 

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis 

Variabel B t P value. Keterangan 

Akuntabilitas 0,311 4,275 0,000** H1: diterima 

Transparansi 0,275 2,523 0,014* H2: diterima 

Pengawasan 0,245 2,306 0,024* H3: diterima 

Partisipasi 0,262 2,220 0,029* H4: diterima  

F hitung = 77,312   0,000**  

Adjusted R, Square = 0,774     

Ket: ** sig < 1%, * sig < 5% 

Akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap kinerja anggaran berkonsep value for 

money. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Premananda & Latrini (2017) dan 

Fernandes (2015) yang mengatakan bahwa dengan penerapan akuntabilitas yang kuat pada 

pemerintah daerah maka akan menghasilkan capaian kinerja anggaran yang baik, karena 

terdapat tanggung jawab yang besar terhadap proses jalannya anggaran serta dapat 

menciptakan pelaporan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Akuntabilitas yang tinggi 

pada seorang karyawan pada sebuah organisasi maupun pemerintah dapat memberikan 

dampak positif bagi sebuah organisasi karena tingginya rasa tanggungjawab yang dimiliki 

karyawan akan membangkitkan semangat untuk bekerja lebih giat yang nantinya akan 

berdampak pada peningkatan kinerja. Akuntabilitas memgandung empat unsur yaitu 

akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan 

akuntabilitas kebijakan, ke-empat unsur tersebut harus dilakukan secara berkala dan tepat 

waktu dalam penyelenggaraan pemerintah (Batubara & Risna, 2020; Setia et al., 2019). 
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Pemerintah daerah dituntut menerapkan akuntabilitas dalam kewenangannya untuk 

mengelola sumber daya berupa kinerja maupun pengelolaan keuangan secara mandiri yang 

digunakan sebagai alat dalam pengambilan keputusan.  

Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money. 

Hasil penelitian ini dukung oleh penelitian Safitri & Mildawati (2019) dan Setia et al. (2019) 

yang menyatakan bahwa transparansi pada pemerintah daerah akan meningkatkan kinerja 

dari pemerintah daerah. Keterbukaan informasi pemerintah kepada publik akan meningkatkan 

transparansi sehingga penyimpangan akan sulit untuk disembunyikan. Informasi yang 

dihasilkan atas aktivitas penyelenggaraan pemerintah harus diberikan kepada masyarakat 

sebagai bentuk penyampaian hak atas transparansi yang dilakukan (Nababan et al., 2018). 

Secara teoritis terdapat dua aspek transparansi yaitu komunikasi publik oleh pemerintah dan 

hak masyarakat terhadap akses informasi. Pemerintah wajib membenahi dengan baik kinerja 

anggaran yang telah dilakukan dengan memperhatikan dua aspek transparansi tersebut. 

Transparansi yang dilakukan pemerintah daerah tidak boleh berat sebelah, yang berarti hanya 

terfokus pada salah satu pihak secara tidak proporsional (Auditya et al., 2013). Transparansi 

tidak hanya berkaitan dengan informasi akan tetapi transparansi merupakan sebuah alat yang 

digunakan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan yang hanya akan menguntungkan 

salah satu pihak (Aprianti & Riharjo, 2017). Menurut Suartini et al. (2020) dalam proses 

penyelanggaraan pemerintah daerah harus menerapkan azas transparansi agar aparat 

pemerintah dapat berkerja secara maksimal serta berusaha memberikan hasil kinerja yang 

baik pada masyarakat. 

Pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money. 

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Rigian & Sari (2019) tetapi  sejalan 

dengan penelitian Elda et al. (2020) dan Putri & Subardjo (2017) yang menyatakan bahwa 

tindakan penyimpangan dapat dicegah dengan adanya pengawasan, sehingga pemerintah 

daerah dapat melaksanakan kegiatan, program dan tugasnya yang mengacu pada ketentuan 

yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan juga meliputi pembinaan terhadap pegawai agar 

dapat bekerja sesuai dengan program dan ketentuan. Pengawasan terhadap proses 

penyelenggaraan pemerintah merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dalam bentuk 

pemantauan untuk menjamin bahwa aktivitas tersebut dilakukan tanpa adanya tindakan yang 
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menyimpang atau kurang tepat dengan sasaran sehingga menyebabkan terhambatnya proses 

pencapaian suatu tujuan (Pertiwi, 2015). 

Partisipasi berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Safitri & Mildawati (2019) yang menyimpulkan 

partisipasi anggaran merupakan cara yang digunakan untuk membentuk sistem pengendalian 

pada suatu organisasi sehingga tujuan yang dihasilkan dari sebuah organisasi akan berjalan 

baik dan maksimal. Instrumen dasar partisipasi adalah adanya hak atau kebebasan untuk 

memberikan usulan dalam mekanisme pengambilan keputusan (Batubara & Risna, 2020). 

Partisipasi memberikan kesempatan bagi aparat pemerintah daerah untuk ikut terlibat dalam 

proses penyelenggaraan pemerintah yang berkaitan dengan anggaran. Partisipasi dalam 

pengelolaan maupun penyusunan anggaran merupakan pendekatan untuk meninglatkan 

kinerja yang akan mendorong efektivitas organisasi (Rahayu et al., 2014). 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan akuntabilitas, 

transparansi, pengawasan dan partisipasi terhadap kinerja anggaran berkonsep value for 

money pada OPD Kabupaten Bantul sudah terbukti baik dengan hasil yang menunjukkan 

adanya pengaruh positif terhadap akuntabilitas transparansi, pengawasan dan partisipasi 

terhadap kinerja anggaran. 

 

KETERBATASAN DAN SARAN  

Penelitian ini masih sangat terbatas karena hanya mengambil sampel pada OPD 

Kabupaten Bantul, bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas atau menambahkan OPD yang 

belum diuji seperti kantor kecamatan di kabupaten/kota. Penelitian ini hanya menggunakan 

variabel akuntabilitas, transparansi, pengawasan dan partisipasi dengan metode pengambilan 

sampel menggunakan kuesioner dan tidak menggunakan pertanyaan lisan maupun 

wawancara langsung kepada responden, pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan 

variabel lain dan menggunakan metode wawancara atau melakukan observasi, supaya data 

yang diperoleh lebih relevan dan akurat (Safitri & Mildawati, 2019; Setia et al., 2019). 
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